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Dalam rangka upaya pencegghan tindak pidana kofupsi. Pimpinan Kbmisi Pemberantas_an '

Korupsi menghimbau kepada Saudara-dan mohon agar Saudara dapat menery : skan !g'jmbauan,ini_

kepada pejabat dan pegawai di fingkungan keria masing-masing untukc - -7 5 :
T eeer—— o : e ;

3)

- 1) Tidak menerimaiinember]kan gra‘iiﬁkasj yang bérhubungén dengan j;ab%atannya_dan4beﬂawanan'

dengan kewajiban atau tugasnya sesuai pasal. 12 8 ayat {1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun_

Tindak Pidana Korupsi, seperti:

<

2001 tenteng Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang ‘Pemberantasan’ y

a. uang/harang/fasilitas lainnya ?_'da__la'm_ rangka mempéngamhi_ keb'ﬁakan#epumsanipedakuan

pemangku kéwenangan;

b. .uang/barang/fasilitas lainnya iberapapun'nilainya dalam sefiap pe!ayanan terkait dengan _

tugas, wewenang atau tanggung jawabnya; L T o ;
¢. uang/barang/iasilitas lainnya Bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan-dinaspdan
d. uang/arang/fasilitas lainnya dalam:proses penerimaan/promosifmutasi pejabatipegawal.

2) Membangun tata kelola pemeérintahan dan kérporasi yang baik {Good Government Governance

dan Good Corporate Governance) dengan membuat aturan kode etik dan aturan perilaku, aturan
pengendalian gratifikasi dan aturan terkait lainnya-serta membangun li!!ghangan anti suapldan

fungsi pelaksana pengendalian gratifikasi di instansi masing-masing.

Melaporkan setiap penerimaan gratlﬁkasl yang berhubungan dengan jab'atannya 'dan yang
berlawanan dengan kewzjiban atau tugasnya kepada KPK paling lambat 30 {tiga puluh) hari kerja
terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. Tl s L ‘ :

e . f S .

. Bagi- pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak melaporkan penerimaan gratifikasi

yang berhubungan dengan jabatanrya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dapat .

‘diancam dengan pidana penjara; seumur hidup atau pidana pemaapaﬁng singkat 4 {empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling. sedikit Rp200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) dan pailngj banyak Rp1:000.000.000,00 {satu miliar mpiéh)‘sesuai pasal

1i




12 B ayat {2) Undahg-Undang Nomor 20 Tahun 2001 temang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsx.— =

' Adapun graﬁﬁkasl yang tidak peﬂu dilaporkan adalah gratifikasi da!am ha!: ¥

a.

diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau souvenir

yang berlaku secara umum dan tidak terkait dengan kedinasan

- diperoleh karena prestasi akademls atau non akadem:s (kejuaraanipeﬂombaanlkompebsi)

_ dengan biaya sendiri dan tldak terkait dengan kedmasan,

(ﬁperoleh dari keuntunganlbunga dari penempatan dana, lnvesta51 atau kepemihkan saham .
- pribadi yang berlaku secara umum dan fidak terkait dengan kedinasan;: ai; : :

diperoleh dari- kompensasu atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tupoksx _
dari pegawai negeri atau penyelenggara negara, tidak melanggar- kogafrk kepenhngan dan -

* kode etik pegawai, dan dengan ijin tertulis dari atasan {angsung;

: dﬁéroleh dari- hibungan keluarga sedarah dalam garis: keturunan- Iui‘us dua de!ajat atau
dalam garis- keturunan. ke ‘samping satu dera]at sepamang hdak mem:punyaa konfiik -

kepentingan dengan penerima gratifikasi;

~-d‘.pbm!eh dari ‘hubungan keluarga semenda daiam gans keturunan lurus satu’ dera;at atau
‘dalam garis keturunan - ki mLsampmg satu derajat sepanjang hdak mempunya: konflik

kepentingan dengan peneri

. diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf f dan g
terkait dengan .- hadiah “perkawinan, —khitanan'  anak, ulang = tahun, kegiatan

keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari p:hak»p’hak yang: memplmyai kaonfhk kepenﬁngan
dengan penerima gratifikasi; -

 diperoleh dari pihak. lain teﬂcast dengan musibah atau’ bem:ana. dan ‘bukan dari plhak—p:hak _

yang mempunyai korifiik kepentingan dengan penerima gratifikasi;

. . diperoleh. dani_kegiatan resmi kedinasan' seperti rapat, seminar, imﬂcshop, konfe;ensa,
" pelatihan, atau kegiatan 1ain sejenis y'-ng beﬂaku sem umum ‘berupa seminar la‘ts

serfifikat dan pial@tlcmderamata. dan .

- .diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidanganlsgiianljamuan berupa mal@nan :

dan minuman yang berlaku umum

4) . Meiaporkan ke instansi masing-masing atas penerimaan grahﬁkasi dalam Kedinasan danfatau
. penerimaan gratifikasi yang di teﬁma berbentuk barang yang mudah busuk atau rusak, sepem
" bingkisan makanan dan buah.
Yang dimaksud dengan grahﬁkasl dalam kedinasan . adalah hadlahffasﬂntas resmi dari
penyelenggara. kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suaty instansi dalam suatu
kegiatan tertentu, sebagal penghargaan atas keikutsertaan atay kontribusinya dalam kegiatan
tersebut, seperti honorarium pambmra dan penenmaan biaya perga!anan dinas oleh pihak

penyelenggara kegman‘

- Untuk mformasa lebih ianjut terkait gtahﬁkas: dapat dlakses meiaiul WM

Demiknan untuk menjad' perhatian danatas keqa sama yang baik diuwphan teflma kasit

* Tembusan Yth: -
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